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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 

 
PERATURAN  DAERAH KABUPATEN BANGKA  SELATAN 

 NOMOR 8 TAHUN  2009 

 TENTANG 

 BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK  DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  
BUPATI BANGKA SELATAN, 

Menimbang : a.   bahwa  untuk meningkatkan penerimaan daerah  dari sektor pajak 

daerah dan sekaligus  sebagai  upaya meningkatkan kualitas pelayanan 

pemungutan  pajak daerah, perlu diberikan biaya pemungutan pajak 

daerah  kepada aparat pelaksana pemungutan pajak  daerah dan aparat 

penunjang  dalam rangka  kegiatan pemungutan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, perlu membentuk  Peraturan Daerah tentang  Biaya Pemungutan 

Pajak Daerah. 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3685) sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat 

dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389); 

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 
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6. Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4548);   

7. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi 

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4737);   

8. Peraturan Daerah  Kabupaten Bangka  Selatan  Nomor 9 Tahun  2008 

tentang  Urusan  Pemerintahan  Yang Menjadi Kewenangan  Kabupaten 

Bangka  Selatan (Lembaran Daerah  Kabupaten Bangka  Selatan Tahun 

2008 Nomor 9); 

9. Peraturan Daerah  Kabupaten Bangka  Selatan  Nomor 13 Tahun  2008 

tentang  Pembentukan Organisasi  Dinas Daerah  (Lembaran Daerah  

Kabupaten Bangka  Selatan Tahun 2008 Nomor 13); 

 

Dengan Persetujuan  Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA  SELATAN 
dan  

BUPATI BANGKA  SELATAN 

 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK 

DAERAH. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas 

pembentuan  dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia  

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1945. 

3. Pemerintah  Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur  

penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah  yang selanjutnya disebut DPRD  

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Bangka  Selatan. 

5. Bupati adalah  Bupati Bangka  Selatan. 

6. Pajak  Daerah adalah iuran  wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan  kepada daerah tanpa imbalan langsung  yang seimbang, 

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan  perundang-undangan 

yang digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan 

daerah  dan pembangunan  daerah. 
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7. Pemungutan  adalah  suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan  data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya  

pajak terutang  sampai kegiatan  penagihan pajak kepada  wajib pajak 

serta pengawasan penyetorannya. 

8. Biaya  pemungutan  adalah biaya yang diberikan kepada aparat 

pelaksana pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang dalam 

rangka kegiatan  pemungutan. 

9. Aparat pelaksana pemungutan  pajak daerah  yang selanjutnya disebut 

aparat pelaksana adalah aparat unit kerja  yang bertugas  

melaksanakan kegiatan  pemungutan  pajak  daerah. 

10. Aparat penunjang adalah aparat atau pejabat pada instansi /unit 

kerja/lembaga yang menunjang dalam rangka  kegiatan pemungutan 

pajak daerah. 

 

BAB II 

PEMBERIAN  BIAYA PEMUNGUTAN  PAJAK DAERAH 

 

Pasal 2 

(1) Kepada aparat pelaksana dan aparat penunjang diberikan biaya 

pemungutan pajak daerah. 

(2) Biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1), 

diberikan setiap  bulan  sekali. 

  

BAB III 

PENGATURAN DAN PEMBAGIAN  

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

 

Pasal 3 

(1) Besarnya biaya  pemungutan pajak daerah, ditetapkan sebesar 5% 

(lima persen) dari relisasi penerimaan  pajak daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan  dan pembagian  biaya 

pemungutan  pajak daerah  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), 

ditetapkan  dengan Keputusan   Bupati. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

  

Pasal 4 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjanq 

mengenai pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh  

Bupati. 
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Pasal 5 

Peraturan Daerah ini muIai berlaku pada tanggaI diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan. 

 

Ditetapkan    di Toboali 
pada  tanggal 30 September  2009 

BUPATI  BANGKA SELATAN, 
 

ttd 
 

JUSTIAR NOER 
 

 
Diundangkan di  Toboali 
pada tanggal 30 September  2009 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA  SELATAN, 

 

ttd 
 

USMAN SALEH 
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